
 

 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.155. 2015 KEMENDAG. Pendelegasian Wewenang. 
Perizinan. Penanaman Modal. Perdagangan. 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Perubahan. 

 

 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 10/M-DAG/PER/1/2015 -DAG/PER 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  NOMOR 
96/M-DAG/PER/12/2014 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG 

PENERBITAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL DI BIDANG 
PERDAGANGAN  KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN 
MODAL DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU 

PINTU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penerbitan perizinan 
penanaman modal di bidang perdagangan melalui  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu melakukan 
perubahan terhadap beberapa ketentuan Peraturan 
Menteri Perdagangan Nomor 96/M-
DAG/PER/12/2014 tentang Pendelegasian Wewenang 
Penerbitan Perizinan Penanaman Modal Di Bidang 
Perdagangan Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Perdagangan tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96/M-
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DAG/PER/12/2014 tentang Pendelegasian Wewenang 
Penerbitan Perizinan Penanaman Modal Di Bidang 
Perdagangan Kepada    Kepala Badan Koordinasi 
Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 

 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083); 

 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5512); 

 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

 6. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang 
Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 
Tahun 2012; 

 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014; 

 8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian 
Negaraserta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi 
Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 135 Tahun 2014; 
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 9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang 
Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha 
Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang 
Penanaman Modal; 

 10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

 11. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri 
Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019; 

 12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor                              
10/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan                 
Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha                               
Perwakilan Perdagangan Asing sebagaimana telah            
diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan               
Nomor 28/M-DAG/PER/6/2010; 

 13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor                          
32/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan 
Kegiatan Usaha Perdagangan Dengan Sistem                      
Penjualan Langsung sebagaimana telah                            
diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan                
Nomor 47/M-DAG/PER/9/2009; 

 14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor                     
31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan                 
Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012; 

 15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor                     
27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka 
Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali dengan Peraturan Menteri Perdagangan 
Nomor 84/M-DAG/PER/12/2012; 

 16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor                              
96/M-DAG/PER/12/2014 tentang Pendelegasian 
Wewenang Penerbitan Perizinan Penanaman Modal Di 
Bidang Perdagangan Kepada Kepala Badan Koordinasi 
Penanaman Modal  Dalam Rangka Pelaksanaan 
Pelayanan Terpadu  Satu Pintu; 
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